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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengatur
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 174).

Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun 1961 mengatur tentang Pendirian
Perusahaan Negara Logam Mulia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 267).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 mengatur tentang Pendirian Perusahaan
Negara Aneka Tambang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 36).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 mengatur tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan
Galian (Lembaran Negara Tahun 1980).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 mengatur tentang Konservasi Energi
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5083).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 mengatur tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5142).

Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengatur tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5172).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6066).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489).

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 mengatur tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 5806).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 mengatur tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wialyah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6042).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111).
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 233).

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 mengatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 363).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 10).

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 mengatur tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 151).

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan
Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 249).

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi
Penataan Investasi (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 138).

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 mengatur tentang Komite Kebijakan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 147).

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang Perizinan atau
Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018 mengatur tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan
Investasi.
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Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Lahan dan
Penataan Investasi.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menguraikan tentang Satuan Tugas
Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Dekrit Presiden Nomor 10 Tahun 2001 mengatur tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 10).

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 mengatur tentang Ketentuan
Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2009 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 7).

Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 189-324 Tahun 2018 mengatur tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat
To Kulawi Moma di Ngata Toro Kabupaten Sigi.

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 502/12/DPMPTSP/VII/2019tentang
Izin Pemanfaatan Tata Ruang Laut Sebagai Pembuangan Tailing (Limbah
Sisa Pengolahan Nikel) di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012
mengatur tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan
dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 165).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melakui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 35).

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017
tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui kegiatan Pengolahan
dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor
98).

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 595).

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1098)

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1343).
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Peraturan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023
mengatur tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral
Logam di Dalam Negeri (Tidak Dimuat Dalam Lembaran Negara).

Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun
2021 Sampai Dengan tahun 2030.

Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
89.K/MB.01/MEM.B/2023 tenatng Pedoman Pengenaan Denda
Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral
Logam di Dalam Negeri

Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
No.227.K/MB.01/MEM.B/2023 menguraikan tentang Pedoman Penetapan
Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Batu Bara.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
mengatur tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita
Negara Tahun 2021 Nomor 1034).

Peraturan Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 mengatur
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 8).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 951)

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan
Nomor 969.K/05.M.PE/1989 dan Nomor 429/Kpts/II/1989 mengatur
tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi
dalam Kawasan Hutan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan
Nomor 110.K/702/M.PE/1991 dan Nomor 436/KPTS-II/1991 mengatur
tentang Pembentukan Team Koordinasi Tetap Departemen Pertambangan
dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan
Izin Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
430.K/30/DJB/2017 yang berisi tentang pemberian izin terhadap tahap
operasi produksi PT. Gag Nikel di Pulau Gag

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826
K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan
Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan
Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.
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Surat Pengumuman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
10.PM/MB.03/DJB.P/2023 tanggal 13 November 2023 tentang pelelangan
blok izin usaha pertambangan (IUP) di Halmahera Timur

International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan konvensi
internasional yang bertujuan untuk menguatkan hak-hak sipil dan politik
masyarakat seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak
Asasi Manusia, 16 Desember 1996.

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 502/7/DPMPTSP/2018 tentang
Pencabutan Izin PT. Amazing Tabara.

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/656/IUP-OP/DPMTSP/IV/2019
menguraikan tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga.

Surat Keputusan Nomor: Skep/030-DPPPBL/VI/2022 tentang Kepengurusan DPD
Perkumpulan PBL Provinsi Maluku Utara.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0021-021-022/PUU-I/2003 atau dapat
disingkat Putusan MK No. 0021-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 atau dapat disingkat Putusan
MK No. 3/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, 16 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 atau dapat disingkat
Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,
4 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 atau dapat disingkat Putusan
MK No. 10/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atau dapat disingkat Putusan
MK No. 3535/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 mengatur tentang Kehutanan, 16 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/G/2015/PTUN.ABN tentang sengketa adanya
tumpang tindih lahan antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT.
Mineral Trobos.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 atau dapat disingkat
Putusan MK No. 107/PUU-XXII/2024 perihal menguji Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar.

Geopolitik Global : Absennya Perlindungan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat
Hukum Adat
dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel Sebagai Industri Multisektoral
Givdan Bimawan, Dr. Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/




